
Bappelitbangda tidak selaras dengan RKPD Kabupaten

Cirebon Tahun 2023, sehingga Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Cirebon Tahun 2023 tersebut perlu ditinjau;

b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tah un 2023 telah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93

Tahun 2022, setelah diperiksa dan diverifikasi oleh

Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

bah wa Rencana kerj aPemerintahan Daerah,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Menimbang

BUPATI CIREBON,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANBUPATI CIREBON

NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANAKERJA DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN DESA

KABUPATENCIREBON TAHUN 2023

NOMOR 164 TAHUN2022

BERITADAERAHKABUPATENCIREBON
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4421);

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2851);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Cirebon Tahun 2023;

Mengingat
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi

Ancaman yang membahayakan Perekonomian

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diu bah dengan

Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Peran gkat Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12,

Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Nomor 1, Seri D);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja

dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 ten tang

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
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5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah

Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten.

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Cirebon.

Pasal 1

BAB I

KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANG RENCANAKERJA DINAS

PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN DESA KABUPATEN

CIREBON TAHUN2023.

MEMUTUSKAN:

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2022 Nomor 101).

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);

CirebonKabupatenCirebon (Berita Daerah

Tahun 2022 Nomor 1);

Menetapkan
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13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan

tah unan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan

tahun 2024.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak

tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

mensejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.
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22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh

Peran gkat Daerah untuk menghasilkan keluaran

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan

yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

Iebih pendek dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan

untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

20. Kebijakan pembangunan adalah arah Ztindakan yang

diambil oleh Pemerintah Pusar/Daerah untuk

mencapai tujuan;

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
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28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan

belanja SKPD atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pembangunanjlayanan yang diperoleh

dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan

APBD.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitasjlayanan

kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah

sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat

terwujud.

25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai

atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam

periode waktu tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam

satu program.

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu

program.
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a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kurun

waktu Tahun 2023 yang mencakup program,

kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur

kinerja impact sasaran, outcome program dan

output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan

(1) Maksud Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2023 adalah

Pasal3

BAB III

MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

(1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk jangka waktu 1 tahun

sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka

menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian

Visi dan Misi Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN
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Bab ini berisi tentang latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan,

sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023.

Bab I Pendahuluan

(1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

Pasa14

BABIV

SISTEMATIKARENJA

capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah :

a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

pemerintah daerah.

b. Menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan perangkat daerah untuk

kurun waktu Tahun 2023 dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja

perangkat daerah.
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(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-

2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.

Pasa15

PELAKSANAAN

BABV

(2) Uraian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2023 dengan sistematika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bab ini berisi ten tang pedoman transisi dan

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan

Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023.

Peran gkatBab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Daerah

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap

kebijaka nasional, tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas,

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review

terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
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(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

a. Program dan/ atau kegiatan dan/ atau sub kegiatan

Pembangunan Daerah;

b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Daerah;

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala

Bappelitbangda secara berkala.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

c. hasil capaian Renja.

b. pelaksanaan Renja; dan

a. kebijakan perencanaan Renja;

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Renja tahun 2023.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

Pasa16

BABVI

PENGENDALIAN,EVALUASIDANPELAPORAN

melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)Dinas Tahun 2023.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

berpedoman atau mengacu pad a indikator kinerja

sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu

indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas

Tahun 2023.

DesadanMasyarakatPemberdayaan(2) Dinas
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(3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara

yang ditunjuk sebagai sub koordinator dan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggungjawab

atas pencapaian target output kegiatan dan

subkegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2023

dan indikator kinerja kunci yang bersifat output dan

(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang atau pejabat

fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi

mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target

outcome program yang tercantum dalam Renja tahun

2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat

outcome dan akan dievaluasi capaian realisasinya

secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap

triwulan.

(1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target

sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas

yang tercantum dalam Renja tahun 2023 dan akan

dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling

lambat tiap triwulan.

Pasa17

(6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas

dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan

evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome

dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

Development Goals atau Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan.

Indikator SustanaibleCapaiane. Target dan

d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK);

dan;

c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program

darr/atau Kegiatan dan Zatau sub kegiatan

Pembangunan Daerah;
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Pasal9

(1) Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari
Renstra Perangat Daerah.

(2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi capaian Renstra, tujuan, sasaran
dinas, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu
indikatif yang dituangkan dalam Renja.

(3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan

subkegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah.

BABVII

PENYESUAIANNOMENKLATURPROGRAMKEGIATAN

(1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai
kewajiban menyampaikan laporan realisasi capaian
indikator kinerja dan realisasi keuangan yang
tercantum dalam Renja Tahun 2023 baik secara
triwulan, semester maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator

kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bupati melalaui Kepala
Bappelitbangda.

akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala

tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja

dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan
diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri
atau diupload bukti pendukungnya.

Pasa18
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BERITADAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2022 NOMOR 164

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 November 202

IMRON

ttd

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

memerin tahkan

mi dengan

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 93), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pasal 10

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP
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Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai
kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD),sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visidan MisiDaerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena Renja menterjemahkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra

Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi,
harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-Iangkah
tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja
merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)dimana kebijakan

1.1 Latar Belakang

BABI.PENDAHULUAN

BERITADAERAHPERATURANBUPATICIREBON
NOMOR : 164 Tahun 2022
TANGGAL: 8 November 2022
TENTANG : RENCANAKERJADINASPEMBERDAYAAN

MASYARAKATDAN DESA KABUPATEN
CIREBONTAHUN2023

LAMPlRAN
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umum APBD ditetapkan seeara bersama - sama an tara Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)dengan Pemerintah. Dengan

eakupan dan eara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi

pokok dan menjadi aeuan bagi seluruh pelaku pembangunan

karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1.Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat

arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan

komitmen Pemerintah

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pereneanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raneangan

Peraturan Daerah tentang Reneana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Reneana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Reneana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Reneana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Reneana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan raneangan awal;

e. penyusunan raneangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerab /Iintas Perangkat

Daerah;

e. perumusan raneangan akhir; dan

f. penetapan.

Reneana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten

Cirebon Tahun 2023 menjadi aeuan perumusan program,

kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan reneana

program prioritas pada raneangan awal RKPD. Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi aeuan penyusunan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas raneangan

awal RKPDTahun 2023 yang disusun ke dalam raneangan Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.
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Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

(APBD).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan

kegiatan altematif darr/atau baru untuk tercapainya sasaran

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan

pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023 akan dijadikan sebagai

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan

Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan

program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal

RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kine:tja

terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada

akhimya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Perangkat Daerah

untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang- undangan yang melatar belakangi

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950);

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015

ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4) Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) darr/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6485);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10)Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
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11)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor157);

13)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

14)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 ten tang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

16)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 590);

19)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan

Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem

Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (BeritaNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2021 Nomor210);

20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor525);

21) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016

ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Nomor 1, Seri D);

22) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah

dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);
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Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai dokumen

perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan

kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah,

strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan

program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana

kerjanya.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan

perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

adalah sebagai pedoman perangkat daerah dalam merencanakan

dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai dengan

1.3 Maksud Dan Tujuan

23) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);

24) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1Tahun 2022);

25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 ten tang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2022 Nomor 26);

26) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Nomor 101).
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Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan
bahwa dokumen mi mampu menjadi pedoman
pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.

Bab V PENUTUP

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

sebagai acuan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi

Dinas PMD sekaligus mendukung Visi dan Misi Kabupaten

Cirebon.

Bab IV RENCANAKERJA DANPENDANAANSKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN,PROGRAMDANKEGIATANSKPD

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan

Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi

Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-l) sera evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD,

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

BabI PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan dokumen Renja

RKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

Cirebon adalah sebagai berikut :
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NO URAIAN PROGRAMI KEGIATAN PAGU REALISASIKEUANGAN SISA DALAM DPA
ANGGARAN(Rp.) (Rp.) , (%) (Rp.) , (%)

1 2 3 6 7
NONURUSAN 5.545.790.728 5.045.545.489 90.98 500.245.239 9.02

A Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 5.545.790.728 5.045.545.489 90.98 500.245.239 9.02
Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran, 56.217.500 46.995.400 83.60 9.222.100 16.40
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen 29.999.300 29.427.200 98.09 572.100 98.09
Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan 9.137.800 9.137.800 100 - -
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat 17.080.400 8.430.400 49.36 8.650.00 49.36
Daerah

2 Administrasi Keuangan 4.732.063.500 4.309.297.696 91.07 422.765.814 8.93
Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 4.714.975.000 4.292.209.186 91.03 422.765.814 8.97
ASN

2.2 Koordinasi dan Penyusunan 8.559.600 8.559.600 100 - -
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Non Urusan

Oinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa
Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana tercantum(sembilan belas) Sub Kegiatan.
dalam tabel berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaDinas PMDTahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran
2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola
anggaran yang berasal dari APBDKabupaten Cirebon sejumlah
Rp. 14.320.157.282,- dengan realisasi sejumlah
Rp. 13.129.630.755,- (91.690/0),sedangkan sisa anggaran yang
tidak diserap sejumlah Rp. 1.190.526.527,- (8,310/0).

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal
dari APBDKabupaten Cirebonpada Tahun Anggaran2021
1. Urusan yang melekat pada SKPD(NonUrusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang
fungsi lini staf yang ada di SKPDkhususnya pada Sekretariat
Dinas PMD. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas
PMD melaksanakan 1 (satu) Program, 6 Kegiatan dan 19

PERANGKATBAB II. HASIL EVALUASI RENJA
DAERAH TAHUN LALU
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administrasi perkantoran;
b) Meningkatnyaprosentase sarana dan prasarana aparatur;

pelayananpemenuhanprosentasea) Meningkatnya

A. ProgramPenunjangUrusan PemerintahDaerah Kabupaterr/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.545.790.72,­
dan terealisasi sebesar Rp. 5.045.545.489,- sisa sebesar

Rp. 500.245.239,- atau tercapai sebesar 90.98 %. Out Come

Program adalah

Rincianpelaksanaan programdan kegiatan yang dilaksanakan ialah

sebagai berikut :

2.3 Koordinasi dan Penyusunan 8.528.900 8.528.900 100 - -
Laporan Keuangan
Bulanan/TriwulananiSemesteran
SKPD

3 Administrasi Kepegawaian 30.391.000 30.391.000 100 - -
Perangkat Daerah

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas 30.391.000 30.391.000 100
Beserta Atribut Kelengkapannya

4 Administrasi Umum Perangkat 249.032.000 234.548.031 94.18 14.484.169 5.82
Daerah

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi 9.194.400 9.194.400 100 - -
ListrikiPenerangan Bangunan
Kantor

4.2 Penyediaan Peralatan dan 47.438.900 47.438.900 100 - -
Perlengkapan Kantor

4.3 Penyediaan Bahan Logistik 28.380.000 28.380.000 100 - -
Kantor

4.4 Penyediaan barang cetakan dan 45.024.600 43.374.485 96.34 1.650.115 4.66
penggandaan

4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan 21.510.000 20.510.000 95.35 1.000.000 4.65
Peraturan Perundang-undangan

4.6 Penyediaan Bahan/Material 58.001.800 57.998.700 99.99 3.100 0.01
4.7 Penyelenggaraan Rapat 39.482.500 27.651.546 70.03 11.380.954 29.97

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 Penyediaan Jasa Penunjang 151.919.028 111.100.463 73.13 40.818.565 26.87

Urusan Pemerintah Daerah
5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 115.199.028 74.380.463 64.57 40.818.565 35.43

Sumber DayaAir dan Listrik
5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan 36.720.000 36.720.000 100 - -

Perlengkapan Kantor
6 Pemeliharaan Barang Milik 326.167.000 313.212.409 96.13 12.954.591 3.97

Daerah Penunjangn Urusan
Pemerintah Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 105.325.000 96.412.300 91.54 8.912.700 8.46
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 9.150.000 5.478.600 59.88 3.671.400 40.12
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 211.692.000 211.321.509 99.82 370.491 0.18
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
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perencanaan sektoral.
b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

alokasi anggaran sebesar Rp. 9.137.800- dan terealisasi
sebesar Rp. 9.137.800,- atau tercapai sebesar 100%,

Output Sub Kegiatan adalah Tersusunnya jumlah
laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang
tersusun sebanyak 4 Dokumen dan Jumlah laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang
tersusun sebanyak 3 Dokumen. Outcome Program
adalah Meningkatnyaprosentase sistem pelaporan kinerja

sistempengembanganakuntabilitasprosentase

c) Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan

kegiatan dinas;

d) Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan

keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif;

e) Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan

sistem perencanaan sektoral;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 56.217.500,­

dan terealisasi sebesar Rp. 46.995.400,- sisa sebesar

Rp. 9.222.100,- atau tercapai sebesar 83.6%, Output
Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan,

penganggaran dan Evaluasi Kinerja dalam 1 tahun
dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai
berikut:

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar
Rp. 29.999.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.427.200,­
sisa sebesar Rp. 572.100,- atau tercapai sebesar 98.09%,
Output Sub Kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen
Profil Dinas dan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tahunan ( Rencana KeIjadan PerjanjianKinerja)
3 Dokumen. Outcome Program adalah Meningkatnya
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Laporan
SKPD

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

tercapai sebesar 49.36 %, Output Sub Kegiatan adalah

Tersusunnya jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. Outcome Program

adalah Meningkatnyaprosentase sistem pelaporan kinerja
dan keuangan yang transparan, akuntabel dan
informatif.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
anggaran sebesar Rp.4.732.063.500,-dan terealisasi sebesar
Rp. 4.309.297.696,- sisa sebesar Rp. 422.765.814,- atau
tercapai sebesar 91.070/0,Output Kegiatan adalah Jumlah
Dokumendan LaporanKeuanganDaerah yang dibuat dalam

1 tahun dan Kegiatanini dilaksanakan melalui sub kegiatan­
sub kegiatan sebagaiberikut :
a. Sub kegiatan PenyediaanGajidan TunjanganASNalokasi

anggaran sebesar Rp. 4.714.975.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 4.292.209.186,- sisa sebesar
Rp. 422.765.814,- atau tercapai sebesar 91.03%, Output
Sub Kegiatan adalah Terbayaranya Gaji dan Tunjangan

ASN setiap bulannya sebanyak 30 Pegawai. Outcome
Program adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam
melaksanakan tugas.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPDalokasi anggaran sebesar
Rp. 8.559.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.559.600,­
atau tercapai sebesar 1000/0,Output Sub Kegiatan

adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
sebanyak 1 Dokumen. Outcome Program adalah
Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan
keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

akuntabel dandan keuangan yang transparan,

informatif.

c. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi

anggaran sebesar Rp. 17.080.400,- dan terealisasi

sebesar Rp. 8.430.400,- sisa sebesar Rp. 8.650.000,- atau
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Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 9.194.400,- dan terealisasi sebesar
Rp. 9.194.400,- atau tercapai 100%. Output Sub

kegiatan adalah Jumlah jenis komponen listrik yang
disediakan (3 jenis). Outcome Program adalah

InstalasiKomponenPenyediaana. Subkegiatan

alokasi anggaran sebesar Rp. 8.528.900,- dan terealisasi

sebesar Rp. 8.528.900,- atau tercapai sebesar 1000/0,

Output Sub Kegiatan adalah Tersusunnya Jumlah
Laporan Realisasi Keuangan bulanan / triwulanan /
semesteran sebanyak 18 Dokumen. Outcome Program

adalah Meningkatnyaprosentase sistem pelaporankinerja
dan keuangan yang transparan, akuntabel dan
informatif.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
anggaran sebesar Rp.30.391.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 30.391.000,- atau tercapai sebesar 100 0/0,Output
Kegiatan adalah Jumlah Jenis Pakaian Dinas yang
terlaksana Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan­
sub kegiatan sebagaiberikut :
a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut

kelengkapannya alokasi anggaran sebesar
Rp. 30.391.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 30.391.000,­
atau tercapai sebesar 1000/0,Output Sub Kegiatan

adalah jumlah pengadaan pakaian dinas yang
dilaksanakan sebanyak 60 Stel. Outcome Program

adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam
melaksanakan kegiatandinas.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran
sebesar Rp.249.032.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 234.548.031,- sisa sebesar Rp. 14.484.169,- atau
tercapai sebesar 94.18%, Output Kegiatan adalah Jumlah

jenis pelayanan dan kebutuhan kantor, dan Kegiatan ini
dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai
berikut:
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Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 45.024.600,-dan terealisasi sebesar Rp. 43.374.485,­
dan sisa sebesar Rp. 1.650.115,- atau tercapai 96.34%.
Output Sub kegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan (21 jenis). Outcome

Program adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan
pelayanan administrasi perkantoran.

e. Sub KegiatanPenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan,dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 21,510,000,-dan terealisasi sebesar Rp. 20,510,000,­
sisa sebesar Rp. 1.000.000,- atau tercapai sebesar
95,35%. Output Sub kegiatan adalah Jumlah
PengadaanBahan Bacaan yang tersedia (3media = 3.020

eksemplar). Outcome Program adalah Meningkatnya
prosentase pemenuhan pelayanan administrasi
perkantoran.

f. Sub KegiatanPenyediaanBaharr/Material,dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 58,001,800,- dan terealisasi
sebesar Rp. 57.998.700,- sisa sebesar Rp. 3.100,- atau

Barang Cetakan dan

pelayananpemenuhanMeningkatnya prosentase

administrasi perkantoran.
d. Sub Kegiatan Penyediaan

administrasi perkantoran.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.438.900,­

dan terealisasi sebesar Rp. 47.438.900,- atau tercapai

sebesar 100 %. Output Sub kegiatan adalah Jumlah
Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (4 jenis).
Outcome Program adalah Meningkatnya prosentase
pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

c. Sub KegiatanPenyediaanBahan LogistikKantor, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 28,380,000,-dan terealisasi
sebesar Rp. 28,380,000,- atau tercapai 100%. Output

Sub kegiatan adalah Jumlah makan minum yang
disediakan (1760 Dus). Outcome Program adalah

pelayananpemenuhanprosentaseMeningkatnya
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tercapai 99.99%. Output Sub kegiatan adalah Jumlah

jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (47 jenis). Outcome

Program adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan
pelayanan administrasi perkantoran.

g. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.482.500,­
dan terealisasi sebesar Rp. 27.651.546,- sisa sebesar Rp.
11.380.954,- atau tercapai sebesar 70,03%. Output Sub
kegiatan adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah (10 laporan). Outcome

Program adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan
pelayanan administrasi perkantoran.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah anggaran sebesar Rp.151.199.028,- dan terealisasi
sebesar Rp. 111.100.463,-sisa sebesar Rp. 40.818.565,- atau

tercapai sebesar 64.570/0,Output Kegiatan adalah Jumlah
jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang
dibayarkan dalam 1 tahun, Kegiatan ini dilaksanakan

melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagaiberikut :
a. Sub KegiatanPenyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya

Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.115.199.028,-dan terealisasi sebesar Rp.74.380.463,­
sisa sebesar Rp. 40,818,565,- atau tercapai sebesar
64,57%. Output Sub kegiatan adalah Jumlah Rekening

yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAMdan Telepon).
Outcome Program adalah Meningkatnya prosentase
pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.720.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 36.720.000,- atau tercapai
sebesar 100%. Output Sub kegiatan adalah Jumlah
peralatan gedung kantor yang dipelihara (3 jenis).
Outcome Program adalah Meningkatnya prosentase

sarana dan prasarana aparatur.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan PemerintahDaerah, dengan alokasi anggaran sebesar
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administrasi perkantoran.
c. Sub Kegiatan Pemeliharaarr/RehabilitasiGedung Kantor
dan Bangunan Lainnya,dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.211.692.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 211.321.509,- sisa sebesar Rp. 370.491,- atau
tercapai 99.820/0.Output Sub kegiatan adalah Jumlah
Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (3 Unit).
Outcome Program adalah Meningkatnya prosentase

sarana dan prasarana aparatur

pelayananpemenuhanprosentaseMeningkatnya

perkantoran.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan perizinan pajak Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 9.150.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 5.478.600,- sisa sebesar Rp. 3.671.400 atau tercapai
59.88°/0. Output Sub kegiatan adalah Jumlah
Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang
dibayarkan pajak kendaraan motomya dan diperpanjang
STNK nya (21 Unit). Outcome Program adalah

administrasipelayananpemenuhanprosentase

Rp. 326.167.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 313.212.409,­

sisa sebesar Rp. 12.954.591,- atau tercapai sebesar 96.13%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Pemeliharaan barang Milik
Daerah yang terpelihara Kegiatan ini dilaksanakan melalui
sub kegiatan-sub kegiatan sebagaiberikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 105.325.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 96.412.300,- sisa sebesar Rp. 8.912.700 atau tercapai
91.540/0. Output Sub kegiatan adalah Jumlah
Kendaraan dinas yang diberi Bahan Bakar Minyak(BBM)
(14 Unit). Outcome Program adalah Meningkatnya
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C. KondisiSarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas
pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk

melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan optimal meskipun perlu untuk
mengadakan Pengadaan Mobil Dinas Operasional dikarenakan

Mobilitasyang sangat tinggi, Jangkauan yang sangat luas dan
Faktor UsiaMobilDinas yang sudah tua.

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten

CirebonTahun 2021.

Pejabat Struktural 3 Orang

Pejabat Fungsional 2 Orang

Pejabat Pelaksana Urusan

PegawaiStruktural PegawaiFungsional
Jumlah

IV III II I IV III II I

2 1 - - - 2 - - 5

GolonganKepangkatan

Pegawai Struktural Pegawai Fungsional
Jumlah

S.2 S.l SMA SMP SD S.2 S.l SMA SMP SD

2 1 - - - - 2 - - - 5

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD

(NonUrusan) adalah sebagai berikut :

Pendidikan
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Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non

Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

a) Penyesuian anggaran dikarenakan Pandemi Covid-19 di sub

kegiatan sub kegiatan guna mendukung progam pemerintah

terkait penanganan Covid-19

b) Sub KegiatanPenyediaanJasa Komunikasi,Sumber DayaAir
dan Listrik terdapat permasalahan sebagai berikut : Kurang
akuratnya estimasi kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;

c) Sub KegiatanRapat-Rapat Koordinasidan KonsultasiKeluar
Daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut : Kondisi
Pandemi Covid 19 yang kebijakannya mengurangi rapat­
rapat yang bertatap muka secara langsung.

d) Kegiatan Pemeliharaan RutinjBerkala mobil jabatan,

terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran kurang
memadai.

Solusi ProgramProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
KabupatenjKota
a) Untuk mengatasi penyesuaian anggaran, dilaksanakan

pemetaan-pemetaan atas anggaran yang sangat dibutuhkan
dan tidak;

b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik,
perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya
adalah : Menghitungsecara cermat kebutuhan anggaran riil

dari 3 rekening;
c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan

Rapat-Rapat Koordinasidan KonsultasiKeluarDaerah, perlu
dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya
adalah : Perlu selektif dalam hal menghadiri undangan
kedinasan (PerjalananLuarDaerah).

d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan

Pemeliharaan RutinjBerkala mobiljabatan, perlu dilakukan
upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu

D. Permasalahan dan Solusi
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NO URAIAN PROGRAM! PAGU REALISASI KEUANGAN SISA DALAM DPA
KEGIATAN ANGGARAN(Rp.) (Rp.) I (%) (Rp.) (%)

1 2 3 6 7
URUSAN WAJIB 8.774.366.554 8.084.085.266 92.13 690.281.288 7.87

A Program Penataan Oesa 217.681.900 149.243.900 68.56 68.438.100 31.44
1 Penyelenggaraan Penataan 217.681.900 149.243.900 68.56 68.438.100 31.44

Oesa
1.1 Fasilitasi Penataan 58.592.600 26.201.900 44.72 32.390.700 55.28

Kewenangan Oesa
1.2 Fasilitasi Sarana Prasarana 159.089.300 123.042.000 77.34 36.046.900 22.66

Oesa
8 Program Peningkatan 302.231.300 275.647.800 91.20 26.583.500 8.80

Kerjasama Oesa
2 Fasilitasi Kerjasama antar 302.231.300 275.647.800 91.20 26.583.500 8.80

Oesa
2.1 Fasilitasi Kerjasarna antar 7.718.400 1.752.900 22.71 5.965.500 77.29

Oesa dalam
Kabupaten/Kota

2.2 Fasilitasi Kerjasama antar 294.512.900 273.894.900 93.00 20.618.000 7.00
Oesa dengan Pihak Ketiga

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2021

melaksanakan urusan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa melaksanakan 4 (empat) Program, 4 (Empat) Kegiatan dan

15 (lima belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar

Rp. 8.774.366.554,- dan terealisasi sebesar

Rp. 8.084.084.866,- sisa sebesar Rp. 690.281.688- atau tercapai

sebesar 92.13%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

rangkaDalamDesa.danMasyarakatPemberdayaan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib

pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas

2. URUSANPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non

Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu

menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota merupakan program

rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan

riil untuk menunjang operasional kantor.

selektif lagi dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan

rutin mobil jabatan, terutama terkait pembelianj'penggantian

suku cadang.

E. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan
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dalam KabupatenlKota
C Program Administrasi 7.308.753.824 6.728.498.136 92.06 580.255.688 7.94

Pemerintahan Desa
3 Pembinaan dan 7.308.753.824 6.728.498.136 92.06 580.255.688 7.94

Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

3.1 Fasilitasi Penyelenggaraan 468.843.800 460.986.500 98.32 7.857.300 1.68
Administrasi Pemerintahan
Desa

3.2 Fasilitasi Pengelolaan 16.119.500 16.119.500 100 - -
Keuanoan Desa

3.3 Pembinaan Peningkatan 6.101.607.264 5.538.695.736 90.77 562.911.888 9.23
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

3.4 Fasilitasi Penyelenggaraan 62.501.500 62.501.500 100 - -
Musyawarah Desa

3.5 Pembinaan dan 148.913.200 139.813.200 93.89 9.100.000 6.11
Pemberdayaan BUM Desa
dan Lembaga Kerja sama
antar Desa

3.6 Penyelenggaraan 393.404.800 393.054.800 99.91 350.000 0.09
Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala
Desa

3.7 Fasilitasi Penyusunan Profil 114.663.400 114.626.900 99.97 36.500 0.03
Desa

D Program Pemberdayaan 945.699.530 930.695.030 92.06 15.004.500 7.94
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

4. Pemberdayaan Lembaga 945.699.530 930.695.030 92.06 15.004.500 7.94
Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum adat
yang masyarakat pelakunya
Hukum adat yang sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

4.1 Peningkatan Kapasitas 527.639.180 518.635.680 98.29 9.003.500 1.71
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat DesalKelurahan dan
Masyarakat HukumAdat

4.2 Fasilitasi Pengembangan 140.275.000 140.275.00 100 - -
Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa

4.3 Fasilitasi Pemerintah Desa 1.407.000 1.407.000 100 - -
dalam Pemanfaatan
Teknoloqi Tepat Guna

4.4 Fasilitasi Tim Penggerak 276.378.350 270.377.350 97.83 6.001.000 2.17
PKKdalam
Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Keseiahteraan Keluarga
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Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan
Provinsi (412 Desa), Outcome Program adalah Persentase
Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan
KewenanganDesanya.

Output sub kegiatan adalahtercapai sebesar 77.340/0.

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

ialah sebagai beriku t :

A. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan

Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 217.681.900,- dan

terealisasi sebesar Rp.149.244.300,- sisa sebesar Rp. 68.437.600,­

atau tercapai sebesar 68,56%. Out Come Program ini adalah
Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi
Penataan KewenanganDesanya Programini dilaksanakan melalui
kegiatan:

1.Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran
sebesar Rp.151.199.028,- dan terealisasi sebesar
Rp. 217.681.900,- dan terealisasi sebesar Rp.149.244.300,-sisa

sebesar Rp. 68.437.600,- atau tercapai sebesar 68,560/0,Output

Kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan
KewenanganDesanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub

kegiatan-sub kegiatan sebagaiberikut :
a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan KewenanganDesa, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.58.592.600,- dan terealisasi
sebesar Rp. 26.201.900,- sisa sebesar Rp. 32.390.700,- atau
tercapai sebesar 44.72%. Output sub kegiatan adalah
Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya
(10 Desa), Outcome Program adalah Persentase Peningkatan
Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan

Desanya.
b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.159.089.300,- dan terealisasi
sebesar Rp. 123.042.400,-sisa sebesar Rp. 36.046.900,- atau
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sebesar Rp. 5.965.500,- atau tercapai sebesar 22.71 %.
Output sub kegiatan adalah Jurnlah Desa yang di fasilitasi
untuk rnelakukan kerjasama (2 Desa), Outcome Program

adalah Meningkatnyajurnlah desa yg rnelakukan kerja sarna
dalam proses pernbangunan dan Peningkatan Persentase (%)

Jurnlah Desayang rnelaksanakankerja sarna desa.
b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak

ketiga dalam Kabupaterr/Kota, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.294.512.9000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 273.894.900,- sisa sebesar Rp. 20.618.000,- atau tercapai
sebesar 93 %. Output sub kegiatan adalah Jumlah jenis

fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (survey,dokurnen kerjasama
desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pernbukaan,Monev
Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) Outcome
Program adalah Meningkatnyajurnlah desa yg rnelakukan

kerja sarna dalarn proses pernbangunan dan Peningkatan

antar desa dalam
anggaran sebesar
Rp. 1.752.900,- sisa

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama

Kabupaterr/Kota, dengan alokasi
Rp.7.718.400,- dan terealisasi sebesar

B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi

Kerja sama antar Desa, alokasi anggaran sebesar

Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,- sisa

sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%. Out Come
Program ini adalah Meningkatnyajurnlah desa yg rnelakukankerja
sarna dalarn proses pernbangunan dan Peningkatan % Jurnlah
Desa yang rnelaksanakan Kerjasama Desa, Program im

dilaksanakan rnelaluikegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sarna Desa dengan anggaran sebesar
Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,-sisa
sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%, Output
Kegiatan ini adalah Jurnlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama

antar Desanya Kegiatanini dilaksanakan rnelaluisub kegiatan­
sub kegiatan sebagaiberikut :
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a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 468.843.800,- dan terealisasi sebesar
Rp. 460.986.500,- sisa sebesar Rp. 7.857.300,- atau
tercapai sebesar 98,32%. Output Sub kegiatan adalah
Jumlah Rakor yang dilaksanakan (1 Rakor), Jumlah
Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa
(7 Sistem), Jumlah Desa yang dievaluasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan (40 Desa/Kecamatan] .
Outcome Program adalah Meningkatnya Jumlah Desa

Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sarna

desa.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar

Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai

sebesar 92.06%. Out Come Program ini adalah :

a) Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik
(perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan
implementasipembangunan)

b) Meningkatnya jumlah masyarakat/Jcelernbagaanmasyarakat
di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari
perencanaan sampai implementasi

c) Meningkatnyajumlah desa yang ketahanan ekonominyabaik
d) Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes

RPKDesdan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu
Programini dilaksanakan melaluiKegiatansebagaiberikut:
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar
Rp.7.308.753.824,-dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,­
sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%.
Output Kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah
Desa (PemerintahDesa dan BPD)yang mendapat pembinaan
atau peningkatan kapasitas SDMKegiatan ini dilaksanakan
melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagaiberikut :
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dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran

keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)

dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan

Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.119.500,- dan

terealisasi sebesar Rp. 16.119.500,- atau tercapai sebesar
100 %. Output Sub kegiatan adalah Jumlah Desa yang
fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) . Outcome

Program adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa
yang penetepan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya
Tepat Waktu.

c) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.6.101.607.624,- dan terealisasi sebesar
Rp. 5.538.695.736,- sisa sebesar Rp. 562.911.888,- atau
tercapai sebesar 90.77 0/0. Output Sub kegiatan adalah
Jumlah aparatur dan penyelenggarapemerintah desa yang
ditingkatkan kapasitasnya (100 orang) dan jumlah BPJS
Kuwu dan perangkat desa yang dibayar (4739 orang).
Outcome Program adalah, Meningkatnya Jumlah Desa
dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran
keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)
dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan
Perdes RPKDesdan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah

Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.201.500,­
dan terealisasi sebesar Rp. 65.201.500,- atau tercapai
sebesar 100 %. Output Sub kegiatan adalah Jumlah desa

yang melaksanakan musrenbangdes (73 Desa). Outcome

Program adalah Meningkatnya jumlah
masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang
berpartisipasi dalam proses pembangunan dari
perencanaan sampai implementasi dan Persentase
Peningkatan J umlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes
dan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu.
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e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa

dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.148.913.200,- dan terealisasi sebesar

Rp. 139.813.200,- atau tercapai sebesar 93.89 0/0. Output
Sub kegiatan adalah Jumlah desa yang sudah memiliki
BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (43 Desa)

Outcome Program adalah Meningkatnya jumlah Desa
yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase
Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes
dan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu.

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian KepalaDesa, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.393.404.800,- dan terealisasi sebesar
Rp. 393.054.800,- atau tercapai sebesar 99.91 %. Output
Sub kegiatan adalah Jumlah Desa yang difasilitasi
Pemilihan Kuwu (135 Desa) Outcome Program adalah

Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik
(perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan
implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan
Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDesdan Perdes
APBdesnyaTepatWaktu.

g) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.114.663.400,-dan terealisasi
sebesar Rp. 114.626.900,-atau tercapai sebesar 99.97 %.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Profil Desa yang
selesai diinput (80 Desa) Outcome Program adalah

Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik

(perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan
implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan
Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDesdan Perdes
APBdesnyaTepatWaktu.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga

Adatdan MasyarakatHukumAdat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar
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a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
LembagaKemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.527.639.180,- dan terealisasi
sebesar Rp. 518.635.680,-, sisa sebesar Rp.9.003.500,­
atau tercapai sebesar 98.29%. Output Sub kegiatan

adalah Jumlah Peserta penguatan lembaga RT/RW yang

dilatih (30 orang), Jumlah Peserta penguatan kapasitas
LPMD/K yang dilatih (33 orang), Jumlah Pokjanal
Posyandu dan KaderPosyandu yang dilatih (15 Posyandu),
Jumlah kader PKKDesa yang dilatih (135 orang) dan
Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
dilatih (94 Orang) Outcome Program adalah

Kemasyarakatannyaaktif

b) Meningkatnyajumlah desa yang ketahanan ekonominyabaik
c) Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga

Kemasyarakatannyaaktif

Programini dilaksanakan melaluiKegiatansebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan LembagaAdat
Tingkat Daerah Kabupaterr/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya
Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaterr/Kota,

alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan terealisasi

sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau
tercapai sebesar 98.41% Output Kegiatan ini adalah Jumlah
Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan
mendapatkan peningkatan kapasitas, Kegiatan im

dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai

berikut:

lembagayangdesajumlaha) Meningkatnya

Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa

sebesar Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41%. Out

Come Program ini adalah :
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Kemasyarakatannya aktif dan Persentase Peningkatan

Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.140.275.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 140.275.000,-, atau tercapai sebesar 100 0/0. Output

Sub kegiatan adalah Jumlah Keluargayang diberdayakan

ekonominya secara informal (120 Keluarga), Jumlah
Kelompok SPPjUEP yang ditingkatkan Kapasitasnya
(156 kelompok),Jumlah aset PNPM-MPdyang dilestarikan

(65 Milyar). Outcome Program adalah Meningkatnya
jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan
Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga
Kemasyarakatannyaaktif.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1.407.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 1.407.000-, atau tercapai sebesar 100%. Output Sub

kegiatan adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikut
sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat
nasional (0 Inovasi). Outcome Program adalah
Meningkatnyajumlah Desa yang ketahanan ekonominya
baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang
LembagaKemasyarakatannyaaktif.

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam

penyelenggaraanGerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.276.378.350,- dan terealisasi sebesar
Rp. 270.377.350,- sisa sebesar Rp. 6.001.000,- atau
tercapai sebesar 97.38 0/0. Output Sub kegiatan adalah
Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina (40 Desa).
Outcome Program adalah Persentase Peningkatan Jumlah
desa yang lembagakemasyarakatannya aktif

lembagayangdesajumlahMeningkatnya
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C. KondisiSarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas

pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk
melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan optimal.

D. Permasalahan dan solusi
Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi

beberapa masalah sebagai berikut :

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Cirebon

Tahun 2021.

Pejabat Struktural 10 Orang

Pejabat Fungsional - Orang

Pejabat Pelaksana Urusan

PegawaiStruktural PegawaiFungsional
Jumlah

IV III II I IV III II I

6 4 - - - - - - 10

GolonganKepangkatan

Pegawai Struktural Pegawai Fungsional
Jumlah

S.2 S.l SMA SMP SD S.2 S.l SMA SMP SD

7 3 - - - - - - - - 10

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa. adalah sebagai berikut :

Pendidikan
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a) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa

1. Pemahaman kecamatan dan desa terkait sub kegiatan

fasilitasi Penataan Kewenang Desa;

2. Kurangnya SDMASNdi Dinas PMDKab.Cirebon.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa

1. Pemahaman kecamatan dan desa terkait sub kegiatan

fasilitasi Sarana Prasarana Desa;

2. Keterlambatan penyampaian laporan SPJ Bantuan Keuangan

Provinsi dari desa.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kab/Kota

1. Mencari bentuk riil dari pelaksanaan kegiatan ini sehingga

bisa dituangkan dalam RKAdengan ketetpatan sasaran dan

output yang dasar hukumnya;

2. Kekurangan Kurangnya SDM ASN di Dinas PMD

Kab.Cirebon;

3. Terbatasnya Anggaran.

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak

Ketiga

1. Perlu adanya penambahan pagu anggaran bantu an

keuangan dari pemda Kabupaten Cirebon untuk kegiatan

TMMDdan BSMSS agar pelaksanaan capaian pembangunan

maksimal sesuai kebutuhan masyarakat Desa sasaran;

2. Partisipasi dari SKPD terkait belum maksimal dikarenakan

belum adanya alokasi pagu anggaran untuk pelaksanaan

TMMDdan BSMSS ini.

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa

1. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti

perangkat sangat berpengaruh dalam keberlanjutan data

Administrasi Pemerintahan Desa;

2. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih belum

maksimal dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan

Desa.

f] Sub KegiatanFasilitasi PengelolaanKeuanganDesa
1.Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah

tentang Tata kelolakeuangan Desa;
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2. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti

perangkat sangat berpengaruh dalam

pembinaan Zpelatihan Zbimtek Pengelola Keuangan Desa;

3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

pembinaan Zpelatihanybimtek Pengelola Keuangan Desa

terhadap aparatur pemerintahan desa.

g) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa.

1. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah

tentang manajemen pemerintahan Desa terutama terkait

tugas pokok dan kewajiban masing-masing;

2. Terbatasnya pagu anggaran dalam kegiatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa.

h) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1. Lemahnya Koordinasi pelaksanaan Musdes yang dilakukan di

Desa-desa;

2. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah
tentang MusyawarahDesa.

i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan
LembagaKerjasama antar Desa
1.Basil pendataan tahun 2021 Banyak BUMDesyang tidak
aktif dan belum didaftarkan secara online;

2. SDMPengurus BUMDesamasih rendah;
3. BeberapaBUMDesaBelumMendapatkanModaldari Desa;
4. Lemah dalam membuat perencanaan usaha, Penyajian
LaporanKeuangandan LPJBUMDesa;

5.Masih banyak Bumdes yang sudah berdiri belum jelas
mengenai perencanaan usahanya sehingga Bumdes tersebut

belum bisa berkembang;
6. Stakeholder utama Bumdes yang terdiri dari penasihat,
pengawas dan pelaksana operasional belum bekerja secara
terpadu sehinggaBumdes dimaksud susah berkembang.

j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian KepalaDesa
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1.Masih rendahnya anggaran dalarn kegiatan fasiitasi

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa;

2. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti

perangkat desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

k) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

1.Masih rendahnya pemahaman arti penting Profil desa dari

Kuwu dan perangkat Desa;

2. Sesuai dengan data sebagaimana tercanturn dalam aplikasi

Profil Desa dan Kelurahan On Line Tahun 2021 diketahui

bahwa masih banyak desa-desa di Kabupaten Cirebon yang

belurn melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan.

Sehingga tidak dapat melakukan penilaiannya terhadap

perkembangan desa-desa tersebut;

3. Belum sernua Desa melakukan pembagian tugas sesuai

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing

sehingga secara umum kegiatan administrasi desa termasuk

penyusunan profil desa ditangani oleh 1 (satu) orang yaitu

Sekretaris Desa. Hal ini berakibat pada lambatnya

penyusunan prodeskel ini bahkan ada beberapa desa yang

belum sarna sekali melakukan penginputan prodeskel ini.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desaj Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan

rnasyarakat hukum adat

1. Sering terjadi pergantian pengurus LKD ( RT, RW, LPMD,

PKKdan Posyandu) pasca pernilihan Kepala Dese /Kuwu;
2. Tidak dilibatkannya LKD dalam perencanaan mau pun

pelaksanaan pembangunan di Desa;

3. Adanya kecemburuan sosial an tara LPMD, RT/RW dengan

BPD berkaitan dengan honor atau tunjangan operasionaL

m) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonorni

Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa



50

1. Keterbatasan akses masyarakat dalam permodalan, informasi

dan pasar;

2. Relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan Kelembagaan

Usaha Ekonomi Masyarakat;

3. Masih rendahnya Produktifitas masyarakat.

n) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna

1. kurangnya data inovator yang ada di Kabupaten Cirebon.

0) Sub KegiatanFasilitasi TimPenggerakPKK.

1.Sering terjadi pergantian pengurus LKD( RT, RW, LPMD,
PKKdan Posyandu)pasca pemilihan KepalaDesa/Kuwu;

2. Tidak dilibatkannya LKD dalam perencanaan maupun
pelaksanaan pembangunan di Desa.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana
tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah
melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

a) Sub KegiatanFasilitas Penataan KewenanganDesa
1.Sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa;

2. MenyampaikanKepada Kasubag Umum DPMDKab. Cirebon
dan menyampaikan pada rapat koordinasi Analisa Jabatan
dan Kebutuhan BagianOrganisasi Setda Kab.Cirebon.

b) Sub KegiatanFasilitasi Sarana Prasarana Desa
1.Rakoryang menghadirkan kecamatan dan desa;

2.Monitoring dan Evaluasi terhadap kecamatan dan desa
terkait.

c) Sub KegiatanFasilitasi KerjasamaAntar Desa dalam Kab/Kota
1.Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bappelitbangda dan

DPMD Prov serta TA PMD Kab. Cirebon serta Kemendes
untuk bentuk kegiatan riil;

2. MenyampaikanKepada Kasubag Umum DPMDKab. Cirebon
dan menyampaikan pada rapat koordinasi Analisa Jabatan
dan Kebutuhan BagianOrganisasi Setda Kab.Cirebon;

3.Mengusulkan Kepada Bappelitbangda dalam rakor

perencanaan kegiatan.
d) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak

Ketiga
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Pengelola Keuangan Desa sesuai pagu anggaran;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengeloaan keuangan

desa;

4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap

desa-desa dimaksud ke kecamatan agar desa-desa hasil

monitoring dan evaluasi untuk difasilitasi.

pembinaan / pelatihan / bimtekkegiatan

Pengelola Administrasi Pemerintahan Desa sesuai pagu

anggaran;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang

belum melakukan penginputan baik itu laporan Kepala Desa

maupun Epdeskel dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan dan kendala yang ada;

4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap

desa-desa dimaksud ke kecamatan agar desa-desa yang

belum melakukan penginputan LPPDes, LKPPDes dan

Epdeskel untuk difasilitasi.

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dalam

pembinaanypelatiharr/bimtek Pengelola Keuangan Desa

kepada Desa;

2. Melaksanakan

pembinaan/ pelatihany bimtek

melaksanakan dengan memfasilitasi rakor dengan SKPD -

SKPD terkait untuk bisa membantu dan menganggarkan

dalam DPA masing-masing, rakor ini dipimpin oleh Bapak

Setda Kab. Cirebon.

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa

1. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dalam

pembinaarr/ pelatihan / bimtek pengelolaan Administrasi

Pemerintahan Desa;

2. Melaksanakan kegiatan

telahBappelitbangda

1. Berkoordinasi dan konsultasi ke Bappelitbangda dan BKAD

Kab. Cirebon terkait penambahan anggaran Bankeu ke Desa

dari Pemkab Cirebon;

2. Berkoordinasi Bappelitbangda,
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g) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa.

1.Melaksanakan pembinaan dan pengawalan secaran intens

kepada Kuwu dan Perangkat Desa dalam kegiatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa;

2. Memaksimalkan pagu anggaran yang ada dan merencanakan

pagu secara maksimal dalam kegiatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa.

h) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1.Menyelenggarakan sosialisasi ten tang Musyawarah Desa;

2. Mengawal kegiatan Musdes yang dilaksanakan di Desa-desa.

i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan

Lembaga Kerja sarna antar Desa

1.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang

belum melakukan pelaporan pembentukan Bumdesnya

dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala

yang ada;

2. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa melalui

kecamatan bahwa Bumdes ini dibentuk untuk memperoleh

keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan

asli desa serta mengembangkan manfaat atas sumber daya

ekonomi masyarakat desa;

3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis terhad ap

pengurus Bumdes yang sudah dibentuk dalam rangka

peningkatan manajemen dan pengelolaan Bumdes;

4. Memfasilitasi dan mengkonsolidasikan bersama dengan

pihak kecamatan terhadap para stakeholder utama Bumdes

yang terdiri dari penasihat, pengawas dan pelaksana

operasional supaya bekerja secara terpadu sehingga Bumdes

dimaksud ke depannya akan lebih berkembang dan menjadi

tumpuan baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa

khususnya di bidang perekenomian desa;

5. Menjaga dan mengawal sinkronisasi an tara Pemerintah Desa,

BPD dan BUMDES.

j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa
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1. Berkoordinasi dengan TAPD Kabupaten Cirebon agar

memberi anggarara untuk kegiatan kegiatan fasiitasi

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa itu sesuai dengan kebutuhan;

2. Memberikan pemahaman kepada kuwu tentang

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai

dengan perundang-undangan.

k) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

1.Memberikan arahan kepada Kuwu agar menetapkan surat

keputusan tentang tim penyusun Profil Desa dan kelurahan;

2. Melakukan fasilitasi terhadap desa-desa yang belum

melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan

(Prodeskel) sehingga ke depannya penyusunan Prodeskel ini

dapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang

belum me1akukan penginputan Prodeskel dengan tujuan

untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada;

4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap

desa-desa dimaksud ke kecamatan agar desa-desa yang

belum melakukan penginputan Prodeskel untuk difasilitasi.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu, LPM,

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan

masyarakat hukum adat

1. Penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka Penataan

pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa;

2. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

melalui Pelatihan -pelatihan.

m) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa

1. Fasilitasi permodalan bagi Usaha Ekonomi Masyarakat;

2. Fasilitasi distribusi informasi dalam rangka pengembangan

Usaha Ekonomi Masyarakat;
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(6)Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

3. Fasilitasi pengembangan basis data produk dan informasi

pasar melalui pelatihan-pelatihan.

n) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna

1.Melakukan koordinasi dengan TAPDbidang TTG

0) Sub KegiatanFasilitasi TimPenggerakPKK.
1.Penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka Penataan
pemberdayaan dan pendayagunaan LembagaKemasyarkatan
Desa;

2. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

melalui Pelatihan-pelatihan.
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Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%, Output Kegiatan ini
adalah Jurnlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama antar Desanya
Kegiatan ini dilaksanakan rnelalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai
berikut:

Program iniJurnlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa,
dilaksanakan melaluikegiatan :
1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sarna Desa dengan anggaran sebesar

Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,-sisa sebesar

Penjelasan tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

Strategis Tahin 2019 - 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
diatas yaitu :

A. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa,

Target Persentase (0/0) PeningkatanJumlah Desayang di fasilitasiPenataan

KewenanganDesanya 100 % (412 Desa) tingkat capaian realisasi target
renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 2.42 % (10 Desa) Program ini
dilaksanakan melaluikegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan, Output Kegiatan

Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan KewenanganDesanya Target
sampai dengan tahun 2021 10 desa, tingkat capaian realisasi target
renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 % (10 Desa) Kegiatan
ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagaiberikut :
a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Output sub

kegiatan adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan

Desanya (10 Desa), tingkat capaian realisasi target renstra sampai
dengan tahun 2021 sebesar 100% (10Desa)

b) Sub KegiatanFasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan Output sub

kegiatan adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh
bantuan Provinsi(412Desa), tingkat capaian realisasi target renstra
sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% (412Desa)

B. ProgramPeningkatanKerjasamaDesa
Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja
sarna antar Desa, Out Come Program ini adalah Meningkatnyajumlah desa
yg rnelakukan kerja sarna dalam proses pembangunan dan Peningkatan 0/0
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c. ProgramAdrninistrasiPernerintahanDesa
Program Adrninistrasi Pernerintahan Desa dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,­

sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. Out Come
Program ini adalah :
a) Meningkatnya Jurnlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan,

penganggaran keuangan, pelaksanaan dan irnplernentasi

pernbangunan)
b)Meningkatnya jurnlah rnasyarakatjkelernbagaan rnasyarakat di desa

yang berpartisipasi dalarn proses pembangunan dari perencanaan

sarnpai irnplernentasi
c) Meningkatnyajurnlah desa yang ketahanan ekonorninyabaik
d) Persentase Peningkatan Jurnlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes

dan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu
Programini dilaksanakan rnelaluiKegiatansebagaiberikut:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam

KabupatenjKota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.718.400,­

dan terealisasi sebesar Rp. 1.752.900,- sisa sebesar Rp. 5.965.500,­

atau tercapai sebesar 22.71 %. Output sub kegiatan adalah

Jurnlah Desayang di fasilitasiuntuk rnelakukan kerjasarna (2Desa),
Outcome Program adalah Meningkatnyajurnlah desa yg rnelakukan
kerja sarna dalarn proses pernbangunan dan Peningkatan Persentase
(0/0) Jurnlah Desayang rnelaksanakan kerja sarna desa.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga
dalarn KabupatenjKota, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 294.512.9000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 273.894.900,- sisa sebesar Rp. 20.618.000,- atau tercapai
sebesar 93 %. Output sub kegiatan adalah Jumlah jenis fasilitasi

Pelaksanaan BSMSS(survey,dokurnenkerjasarna desa dengan pihak
ketiga, rakor, Upacara Pernbukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara
Penutupan, Pelaporan ) Outcome Program adalah Meningkatnya

jumlah desa yg rnelakukan kerja sarna dalarn proses pernbangunan
dan Peningkatan Persentase (%)Jurnlah Desa yang rnelaksanakan
kerja sarna desa.
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a) Sub KegiatanFasilitasi PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan

Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.843.800,- dan
terealisasi sebesar Rp. 460.986.500,- sisa sebesar Rp. 7.857.300,­
atau tercapai sebesar 98,32%. Output Sub kegiatan adalah Jumlah

Rakoryang dilaksanakan (1 Rakor),Jumlah Sistem Informasiuntuk
mendukung Pemerintahan Desa (7 Sistem), Jumlah Desa yang
dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

(40 Desa/Kecamatan]. Outcome Program adalah Meningkatnya
Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran
keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan
Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes
RPKDesdan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu

b) Sub KegiatanFasilitasi PengelolaanKeuangan Desa, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 16.119.500,- dan terealisasi sebesar
Rp. 16.119.500,-atau tercapai sebesar 1000/0.Output Sub kegiatan

adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaankeuangan (73Desa).
Outcome Program adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa
yang penetepan PerdesRPKDesdan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu.

c) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.6.101.607.624,-dan terealisasi sebesar Rp. 5.538.695.736,- sisa
sebesar Rp. 562.911.888,- atau tercapai sebesar 90.77 0/0.Output
Sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara
pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya (100 orang) dan
jumlah BPJS Kuwudan perangkat desa yang dibayar (4739 orang).
Outcome Program adalah, Meningkatnya Jumlah Desa dengan
penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar

Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa

sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.060/0. Output
Kegiatan ini adalah .Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah
Desa dan BPD)yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas
SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan
sebagai berikut :



65

Pemberhentian Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.393.404.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.054.800,- atau
tercapai sebesar 99.91 0/0. Output Sub kegiatan adalah Jumlah
Desa yang difasilitasiPemilihanKuwu(135Desa)Outcome Program

adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik
(perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan
implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah
Desa yang penetepan Perdes RPKDesdan Perdes APBdesnyaTepat

Waktu.
g) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.114.663.400,- dan terealisasi sebesar
Rp. 114.626.900,- atau tercapai sebesar 99.97 0/0. Output Sub

kegiatan adalah Jumlah ProfilDesa yang selesai diinput (80 Desa)
Outcome Program adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan

Pemilihan, Pengangkatan danf) Sub Kegiatan Penyelenggaraan

dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan

Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDesdan Perdes APBdesnya

Tepat Waktu

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 65.201.500,- dan terealisasi sebesar

Rp. 65.201.500,- atau tercapai sebesar 1000/0. Output Sub kegiatan

adalah Jumlah desa yang melaksanakan musrenbangdes (73 Desa).
Outcome Program adalah Meningkatnya jumlah
masyarakatZkelembagaanmasyarakat di desa yang berpartisipasi
dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi
dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes
RPKDesdan PerdesAPBdesnyaTepatWaktu.

e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan

LembagaKerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.148.913.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.813.200,- atau

tercapai sebesar 93.890/0. Output Sub kegiatan adalah Jumlah desa
yang sudah memilikiBUMDesdan pengurusnya sudah dilatih (43
Desa) Outcome Program adalah Meningkatnyajumlah Desa yang

ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah
Desa yang penetepan Perdes RPKDesdan Perdes APBdesnyaTepat
Waktu.
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e) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.527.639.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 518.635.680,-, sisa
sebesar Rp.9.003.500,- atau tercapai sebesar 98.29%. Output Sub

kegiatan adalah Jumlah Peserta penguatan lembaga RT/RWyang
dilatih (30 orang), Jumlah Peserta penguatan kapasitas LPMD/K

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaterr/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang
masyarakat pelakunya Hukum adat yang sarna dalam Daerah

Kabupaterr/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan
terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau
tercapai sebesar 98.41% Output Kegiatan ini adalah Jumlah Jenis

Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan
peningkatan kapasitas, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan­
sub kegiatan sebagai berikut:

Programini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

a) Meningkatnyajumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif
b) Meningkatnyajumlah desa yang ketahanan ekonominya baik

c) Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya
aktif

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar

Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar

Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41%. Out Come Program ini
adalah:

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

Masyarakat Hukum Adat

penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan

dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan

Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya

Tepat Waktu.
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yang dilatih (33 orang), Jumlah Pokjanal Posyandu dan Kader

Posyandu yang dilatih (15 Posyandu), Jumlah kader PKKDesa yang

dilatih (135 orang) dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

Desa yang dilatih (94 Orang) . Outcome Program adalah

Meningkatnyajumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif
dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga
Kemasyarakatannyaaktif

f) Sub KegiatanFasilitasi PengembanganUsaha EkonomiMasyarakat
dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.275.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 140.275.000,-, atau tercapai sebesar 100 0/0. Output
Sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan

ekonominya secara informal (120 Keluarga), Jumlah Kelompok
SPP/UEPyang ditingkatkan Kapasitasnya (156 kelompok),Jumlah
aset PNPM-MPdyang dilestarikan (65 Milyar).Outcome Program

adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya
baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga
Kemasyarakatannyaaktif.

g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.407.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 1.407.000-,atau tercapai
sebesar 100 %. Output Sub kegiatan adalah Jumlah Inovasi
teknologi yang diikut sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan
tingkat nasional (0 Inovasi). Outcome Program adalah

Meningkatnyajumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan
Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga

Kemasyarakatannyaaktif.
h) Sub KegiatanFasilitasi TimPenggerakPKKdalam penyelenggaraan

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.378.350,- dan terealisasi
sebesar Rp. 270.377.350,- sisa sebesar Rp. 6.001.000,- atau
tercapai sebesar 97.38 0/0. Output Sub kegiatan adalah Jumlah desa
yang tim penggeraknyadi bina (40Desa).Outcome Program adalah
Persentase Peningkatan Jumlah desa yang lembaga

kemasyarakatannya aktif.
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mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai 0.2 poin menjadi

0.81 Poin di tahun 2021, dan dibandingkan dengan target tahun
2021 yang ditetapkan direnstra senilai 0.85 poin persentase yang

dicapai adalah 104.760/0.
2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE)

pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai

0.2 poin menjadi 0.81 Poin di tahun 2021, dan dibandingkan
dengan target tahun 2021 yang ditetapkan direnstra senilai 0.84

poin persentase yang dicapai adalah 95.29 0/0.

pada tahun 2021

DinasPelayananPenjelasan tabel pencapaian kinerja

PemberdayaanMasyarakatdan desa diatas yaitu :
1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Tabe12.2
PencapaianKinerjaPelayananDinas PemberdayaanMasyarakatdan Desa

K b t C' ba upa en Ire on
No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Catatan

/Stand Capaian Analisis
ar Th Th Th Th Th Th Th Th

Nasiona 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
1 (Th n) 2(n+1)

1 Meningkatnya - - 5 Desa 28 desa 49 desa 70 desa 7 Desa 42Desa 49 70 desa
jumlah desa (150%)
Mandiri Desa

2 Meningkatnya - - 0,81 0,84 - - 0,76 0,879 - -
Indeks Poin Poin Poin
Ketahanan Sosia! Poin (104,7Masyarakat
Desa (IKS) 6%)

3 Indeks - - 0,78 0,85 - - 0,61 0.81 - -
Ketahanan Poin Poin Poin
Ekonomi Poin (95,29MasyarakatDesa
(IKE') %)

4 Indeks - - 0,78 0,80 - - 0,66 0.844 - -
Ketahanan Poin Poin Poin
Lingkungan Poin (105%)
MasyarakatDesa
(IKL)

5 Meningkatnya - - - 0.72 0.73 0.74 - 0.72 0.73 0.74
rata-rata Poin Poin Poin Poin
Indeks Desa Poin Poin
Membangun

6 Meningkatnya - - - 20 % 40 % 55 % - 20% 40 % 55%
persentase
jumlah desa
yang memiliki
Pendapatan
Asli Desa yang
dianggarkan di
APBDes

7 Meningkatnya - - 3,55 3,55 3,56 3,56 3,55 3.55 3,55 3,56
Keualitas Poin Poin Poin Poin Poin
Pelayan Poin Poin Poin
Administrasi
Perkantoran
(IKM)

=

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2019-2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 4 Sasaran yang telah

ditetapkan dan dilaksakan pada tahun 2022 dalam tabel dibawah ini :
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Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Output)
Urusan PemberdayaanMasyarakatDesa:
1. untuk Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sarna antar desa

pada tahun 2021 tercapai 23 Desa.
2. untuk Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa

tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama

antar desa tahun sebelumnya tercapai 23 Desa.

desa mandiri dibandingkan dengan 294 desa jumlah desa
berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2021 sebesar 185
Desa berkembang. yang memenuhi kriteria dibandingkan 294 Desa
yaitu jumlah desa berkembang seperti yang tercantum pada tabel

2.2.1 dibawah ini

3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL)

pada tahun 2021 mengalarni peningkatan dari Tahun 2020 senilai

0.184 poin menjadi 0.84 Poin di tahun 2021, dan dibandingkan

dengan target tahun 2021 yang ditetapkan direnstra senilai 0.80

poin persentase yang dicapai adalah 1050/0.

4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)pada tahun 2021

Mencapai target yang ditetapka dari tahun 2021 senilai 3.55 poin

dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan direnstra senilai

3.55 poin persentase yang dicapai adalah 1000/0.

5. Meningkatnya rata-rata Indeks Desa Membangun pada tahun 2021

0.72 Poin di tahun 2021 dan dibandingkan dengan target renstra

senilai 0.72 persentase yang dicapai adalah 1000/0.

6. Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan

AsH Desa yang dianggarkan di APBDesa pada tahun 2021 senilai

23.3 % dibandingkan dengan target renstra senilai 20 % persentase

yang dicapai adalah 116.50/0.
Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKKOutcomer)

Urusan PemberdayaanMasyarakatDesa :

1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2021 sudah
terentaskan 1000/0sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada

tahun 2021
2. untuk persentase peningkatan status desa berkembang pada tahun

2021 sebesar 37.07 % yaitu 109Desa berkembang yang memenuhi,
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No Urusan IKK No IKKOutput Capaian
Outcome IKK

1 Pemberdayaan Persentase Pengentasan 1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sarna antar o Desa
Masyarakat Desa Tertinggal Desa

2 Jumlah desa yang melakukan kerja sarna antar desa o Desa
tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan
ketj_asarna an tar desa tahun sebelumnya

3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di o Desa
desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga o Desa
kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan
pemberdayaan

Persentase 1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sarna antar 23 Desa
lPeningkatan desa
~tatus Desa 2 Jumlah desa yang melakukan kerja sarna antar desa 23 Desa
/Mandiri tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan

kerja sarna antar desa tahun sebelumnya
3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di 410 LKD

desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga 82 Desa
kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan
pemberdayaan

TabeI2.2.2
Indikator KinerjaKunci (IKKOutput) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten CirebonTahun 2021

mas em er ayaan asyara a an esa a u__QatenIre on
No Urusan IKK Rumus Perhitungan Satuan Kinerja Tahun Target Kinerja

Outcome 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pemberdayaan lPersentase J umlah Desa Tertinggal
Masyarakat Pengentasan Yang memenuhi Kriteria a/a 72,33 83.33 100 - - -

pesa Desa Berkembang
ertinggal Pertahun Berdasarkan

Indeks Desa Membangun
Per Tahun

------------- X 100%

Jumlah Desa Tertinggal
awal tahun n

Persentase Jumlah desa berkembang
Peningkatan Yang Memenuhi kriteria a/a - - 1.02 1.08 1.5 1
~tatus Desa Desa mandiri per tahun
Mandiri berdasarkan Indeks Desa

Membangun per tahun

--------------- x100%
Jumlah Desa Berkembang
(per awal tahun - n)

Tabe12.2.1
Indikator Kinerja Kunci (IKKOutcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

D' P b d M k t d D k b C' b

3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang

terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada

tahun 2021 tercapai 410 Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga

adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan

pemberdayaan tercapai 82 Desa

seperti yang tercantum pada tabel 2.2.2 dibawah ini
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No Tujuan/Target/Indikator Satuan Realisasi Tahunan Target Tahunan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MengurangiKesenjangan Intra-
dan Antarnegara Pada Tahun
2030, secara progresif
mencapai dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan
penduduk yang berada di bawah
40% dari populasi pada tingkat
yang Iebih tinggi dari rata-rata
nasional.

1 Jumlah desa tertinggal Desa 43 43 12 2 0 0 0 0

2 Jumiah Desa Mandiri Desa 0 1 2 7 42 49 70 91

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2021 0 (nol) desa

tertinggal.

2. Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2021 jumlah

desa mandiri sebanyak 42 desa Mandiri sedangkan pada tahun

2022 mengalai peningkatan sebanyak 49 Desa mandiri dan untuk

tahun 2023 ditargetkan menjadi 70 Desa Desa mandiri

seperti yang tercantum pada tabel 2.2.3 dibawah ini

TabeI2.2.3
Target Pencapaian Indikator SDGs

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon



72

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga

bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan

Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat,

yaitu:

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan

kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan

dengan pemenuhan SPMDesa;

2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan perlibatan aktif

kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan

pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;

3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;

4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama

masyarakat desa;

5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;

6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung

perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;

2) Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh

masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan

Rancangan Perdes APBDesbelum menunjukkan hasil yang optimal;

3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan

Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;

4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.
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Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk

berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan

pembangunan desa;

2) Adanya hubungan yang baik an tara Pemerintah Kabupaten dengan

para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam

pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;

3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan

pelayanan publik;

4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah

sebagai berikut :

1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula

pada tahun 2021 IDMKabupaten Cirebon nilainya 0.72 dengan status

MAJU lalu pada tahun 2022 meningkat nilainya menjadi 0.73 dengan

status MAJU dan diharapkan pada tahun 2023 mengalami

peningkatan sehingga status rata -rata IDMDesa Kabupaten Cirebon

bisa statusnya menjadi MANDIRI;

2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan AsH Desa

sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDes nya

sehingga tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan

keuangan lainnya;

3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga

proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat

berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari

pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen

RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini

disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Cirebon Tahun 2023,

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga

mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari

masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada

pemerintahan desa.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memperhatikan program prioritas

yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, agar di dalam

pelaksanaan prograrrr/kegiatan terwujud sinergitas an tara dokumen

perencanaan.

Dari tabel dibawah ini menunjukan tidak ada usulan masyarakat

yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Kecamatan ( tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok

Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa
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Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga telah
melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 23 Februari
Tahun 2022 yang mengundang Perangkat Daerah lainnya dan stake

holder terkait sehinggabisa menyelaraskan programdan kegiatan dalam
optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah seperti
bagaimana kegiatan pengelolaansampah di desa yang optimal dan telah

menyepakati sebagai berikut :
1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai

target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan dengan
usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten CirebonTahun 2023;
3. Menyepakatidaftar usulan programdan kegiatan lintas SKPD.

mas em er ayaan asyara at an esa
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besarari/Volume Catatan

Kineria
1 2 3 4 5 6

NIHIL

k d DMP b dD'

Tabel2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Cirebon
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3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Reneana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari sistem pereneanaan

pembangunan nasional, sistem pereneanaan pembangunan provinsi

serta sistem pereneanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh

karena itu, Reneana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon berpedoman pada Reneana Strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan

mengaeu pada Reneana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga

dapat dikatakan bahwa Reneana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mengaeu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun

2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024

dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD

Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Prioritas Nasional Reneana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2023

yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBN, Prioritas RKP Nasional tahun

2022 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan berkeadian.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan

menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya

saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan beneana

dan peru bahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan

publik.

Dimana sejalan dengan Tujuan ke 2 (dua) Renstra Kementerian

dalam Negeri tahun 2020 - 2024 yaitu Peningkatan kapasitas dan

sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang

BABIII. TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH
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berkualitas dan penguatan inovasi, Tujuan diatas mempunyai Sasaran

Strategi yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

dalam negeri.

2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan

daerah.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,

profesional, proaktif, dan inovatif.

4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek

kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua

keperluan.

5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa PDT tahun 2020-

2024 yaitu:

1. Mendorong terwujudnya Desa berkembang dan mandiri, serta

kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalu pengembangan

Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.

2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan

perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

3. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem

pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah

RKP Nasional Tahun 2022, Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Desa PDT Tahun 2020-

2024 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan

Perkotaan Zkewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan

Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri dimana sejalan dengan

isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan

Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan

Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan

Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang

berbunyi MENINGKATNYAPRODUKTIVITAS MASYARAKATUNTUK

LEBIH MAJU DANUNGGUL SEHINGGAMENAMBAHDAYASAING DI

PASAR INTERNASIONAL,NASIONALDANREGIONAL,YANGDIDUKUNG

OLEH PENINGKATANKAPASITASAPARATURPEMERINTAHDAERAH

dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN

DESA DANKAWASANPERDESAAN.
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Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi
Dinas PMDKabupaten Cirebondalam mencapai tujuan :

1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD,
lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam
penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes)Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes);

2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan
ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha MilikDesa (BUMDes),

Tujuan Sasaran Indikator Target Indikator Kinerja
TujuanjSasaran pada tahun ke-
2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatkan Meningkatnya 5 28 49 70 91
status kemajuan ~umlah Desa
dan kemandirian Mandiri
Ictesa

Meningkatnya Nilai Status Indeks - 0.72 0.73 0.74 0.75
Status Rata-rata Desa Membangun
Indeks Desa (IDM)
Membangun
Meningkatnya Meningkatnya - 20% 40 % 55 % 70 %
Desayang Persentase Jumlah
memiliki Desa Yang memiliki
Pendapatan Asli Pendapatan Asli
Desa Desayang

dianggarkan di
APBDesa

Meningkatnya Indeks Kepuasan 3.55 3.55 3.56 3.57 3.58
Kualitas Masyarakat ( IKM)
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran di
DPMD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang

akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju

tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi

organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen

yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, seperti yang

tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
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karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon

yaitu Bumdes Berdaya;

3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD,

lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam

penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan

Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi

bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya

dapat membiayai APBDesa;

5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam

pengembangan maupun pelaksanaan programjkegiatan:

1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan

pembangunan daerah;

2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada

pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan

potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan

kerja, serta kesejahteraan warga;

3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD

untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;

4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD

untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;

5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan

Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan

Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh

beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota

A. Perencanaan ,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan RKASKPD
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D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang­

undangan

Penyediaan Bahan /Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

2. PROGRAMPENATAANDESA

A. Penyelenggaraan Penataan Desa

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

KeuanganKoordinasi dan Penyusunan Laporan

Bulanan/Triwulanarr/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Koordinasi dan Penyusunan RKASKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
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Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LembagaKelembagaanKapasitasPeningkatan

3. PROGRAMPENINGKATANKERJASAMADESA

A. Fasilitasi Kerja sarna antar Desa

Fasilitasi Kerja Sarna antar Desa dalarn Kabupaterr/Kota

Fasilitasi Kerja Sarna Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam

Kabupaterr/Kota

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. PROGRAMADMINISTRASIPEMERINTAHANDESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja

sarna antar Desa
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Fasilitasi Penyusunan ProfilDesa
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas AnggotaBPD
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan

Kelurahan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,

LEMBAGAADATDANMASYARAKATHUKUMADAT
A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaterr/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sarna dalam

Daerah Kabupaterr/Kota

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
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LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesajKelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat.

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Fasilitasi Tim Penggerak PKKdalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
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4.2. Prioritas Perangkat Daerah
Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten CirebonTahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

4.1 Rancangan Rencana Kerjadan Pendanaan

Rencana Kerjadan Pendanaan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana
tertuang dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2023.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3,
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Prakiraan MajuTahun 2024.

Rancangan AwalRencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program
kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya
capaian Rencana Strategis DPMD Kabubaten Cirebon untuk mendukung

prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk
pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintah daerah.

BABIV

RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH
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NO Tujuan

I
Sasaran Indikator I PROGRAM / KEGIATAN Indikstor Kinerja TARGET

Sasaran /SUBKEGIATAN KINERJA

Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa 70 Desa

Mandiri

1 Meningkatnya Status Rata- Nilai Status Indek Desa Membangun 0.74
ata Indeks Desa Membangun

Meningkatnya Jumlah Desa lMeningkatnya persentase jumlah desa yang 38.16 %
ang memiliki Pendapatan Asli r>emiliki Pendapatan Asli Desa yang

Desa ~ianggarkan di APBDesa

1.1 IPROGRAM ADMINISTRASI Persentase Peningkatan Jumlah Desa 30.3%

IPEMERINTAHANDESA yang penetepan Perdes RPKDes dan

Perdes APBdesnya Tepat Waktu

lPembinaan dan Pengawasar Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 1798 orang

jPenyelenggaraan Administras (pemerintah Desa dan BPDl yang

lPemerintahan Desa mendapat pembinaan atau

peningkatan kapasitas SDM

lFasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 40 Dokumen

iAdministrasi Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Desa
joesa

jPenyelenggaraan Pemilihan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 100 Laporan

lPengangkatan dar Pemilihan, Pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa Pemberhentian Kepala Desa

1.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN ersentase Peningkatan Jumlah Desa 21.84

LEMBAGA ang lembaga kemasyarakatan aktif

KEMASYARAKATAN,

LEMBAGA ADAT DAN

MASYARAKATHUKUMADAT

Pemberdayaan Lembaga Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan 5 Jenis

Kemasyarakatan yang ang diberdayakan dan mendapatkan

Bergerak di Bidang peningkatan kapasitas

Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang

Sarna dalarn Daerah

Kabupatenj'Kota

Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 100 Lembaga

Kelembagaan Lembaga fDesalKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
Kemasyarakatan fLPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan (RT, RW,

fDesaIKelurahan dan Masyarakat Hukum
PKK, Posyandu, LPM, dan

~dat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Karang 'I'aruria], Lembaga

iAdat Desa/ Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat

2.1 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan % Jumlah Desayang 38.16 %

KERJASAMADESA jrnelaksanakan kerjasarna desa

Fasilitasi Kerja sarna antar iJumlah Desa yang difasilitasi kerjasarna 88 Desa

Desa desanya

Fasilitasi Kerja Sarna antar iJumlah Dokumen Kerja Sarna Antar 88 Dokumen

Desa dalam Kabupaten/Kota Desa dalarn Kabupaten/Kota

Prioritas Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023
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5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga

memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil

Bupati.

Sebagai perencaan antara program dan kegiatan yang disusun

diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan

Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan

Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tusi di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada

misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk

lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar

intemasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan perencanaan

tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara

perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan

RKPDdan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama

mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai

tugas dan kewenangannya;

BABV. PEN U T U P



99

164

pada tanggal 8 November 2022

UPATENCIREBON,

Diundangkan di Sumber

IMRON

ttd

BUPATICIREBON,

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 November 2022

b. menjaga konsistensi antara Ranwal RKPD, RKPD, Rencana Kerja

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja

Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA)dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja

Tahun 2023 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya

tujuan akhir bersama.


